
竪-｢Ⅲ
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P巳RATURAN WALI KOTA SIBOLGA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTAN G

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI BANTUAN

SOS重AL KESE↓AHTERAAN KELUARGA

DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOM量

AKIBAT WABAH CORONA V鮪'US DISEASE 20｣ 9

Ko皿slBo嶋A TAHUN 2021

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa berdas紬kan hstruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor　1　Tahun　2020　tentang Pencegahan

Penyeb狐an din　Percepat紬　Pena細gan紬　Co贈れa

W[ms D芯ease　20J9　di Lingkungan Pemerintah

Daerah, yang salah satu diantaranya menyebutkan

bahwa Kepala Daerah membuat l孤gkah/ke両akan

d狐am hal penyedia狐ja正ng peng劃劃紬sosial/

soc励s〔昨匂rief;

b･ bahwa sebaga王w可ud pa正sipasi Pemenntah Kota

Sibo獲ga untuk membantu kelu紬ga yang rentan

secara ekonomi akibat pandemi Coro調のVI朋s D云eαse

20]9, mha dilal{姐nakan kegiatan pemberian

b紬tu組sosial kes匂ahtera狐keluarga dan untuk

ter轟b adminis廿asinya maka dibuat pedoman

pelaksanaan kegiat狐;

c･ bahwa berdas狐kan pe巾imbangan sebagaimana

dimaksud d血am humr a dan hurur b, perlu

menetapkan Peratur狐Wa止Kota tent狙g Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi B狐tuan Sosial

Kes匂ahteraan Keluarga dala皿R孤gka Pen劃g劃狐

Dampak Ekonomi Akjbat Wabah Coro7m VIms

D恵eαse 20｣ 9 di Kota Sibolga Tahun 202 I ;

Mengingat　: 1　Undang-Undang Nomor 8 D巾Tahun l956 tent紬g

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar

Dala皿L血gkung劃Daerah Prov血si Sum且tera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

量ndonesja Nomor 1092);

2 Urfung-U九dang.....



2･ Undang-Und紬g Nomor 28 Tahun 1999　tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik　工ndonesia Tahun 1999　Nomor　75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

3･ Undang-Undang Nomor 11 Tahun　2009　tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2009　Nomor 12, Tambah紬

Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4967);

4･ Und紬g-Undang No皿or 12　Tahun　2011 tent紬g

Pembentukan Peraturan Pemndang-Und紬gan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Und狐g-Und皿g Republik Indonesia

Nomor 15　Tahun　2019　tentang Perubahan A屯s

Und孤g-Undang Republik　賞ndonesia Nomor 12

Tahun　2011 tentang Pembentuka皿　Pe｢aturan

Pemndang-Undangan (Lembaran Negara Republik

事ndonesia Ta血un　2019　Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5･ Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik

置ndonesia Tahun　2014　Nomor　244, Ta皿bahan

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Und紬g-Und狐g Nomo丁　9　T盆hun　2015

tent餌g Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor　23　Tahun　2014　tent紬g Pemehntahan

Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun

2015　Nomor　58, Tambahan Lembaran Negara

Republik量ndonesia Nomor 5679) ;

6･　Undang-Undmg Nomor　2　Tahun　2020　te皿亡紬g

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Und紬g Nomor 1 Tahun　2020　tent盆ng Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

Untuk Penanganan Pandemi Corona Vlms usease

20J 9 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman

yang Membahayakan Perekonomi紬　Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi

Undang-Undang　(Lembaran Negera Republik

lndonesia Tahun　2020　Nomor 134, Tmbahan

Lembaran Negara Republik量ndonesia Nomor 6485);



7･ Peratur劃凸℃siden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/ Jasa Pememtah (Lembaran

Negera尺epublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

sebagaimana tel祖　diub血　terakhir dengan

Peratu｢an Presiden Nomor 13 Tahun 2021 ten屯ng

Perubahan alas Pe｢atu｢an Presiden No皿or 16 Tahun

2018 tentang Pcngada狐Barang/ Jasa Peme正ntah

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 63);

8･ Peraturan Menten Dalam Ncge正Nomo｢ 13 Tahun

2006　tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimam telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menten Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteh Dal劃　Nege轟　Nomor 13

Tahun　2006　tent劃g Pedomm Pengelo量aan

Keuangan Daerah (Behta Negara Republik暮ndonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

9･ Peraturan Menteh Dalam Negeh Nomor 80 Tahun

201 5　tent紬g Pembentukan Pr∝iuk Hukum Daerah

(Be正ta Negara Republik Indonesia Tahun　2015

Nomor　2036) sebagaimana telah diubah terakhi｢

deng劃Pe｢atu｢an Mente正Dalam Negeh Nom°｢ 120

Tahun　2018　tcntang Perubahan A屯s Peraturan

Mente正　Dalam Negen Nomor　80　Tahun　2015

Tentang Pembentuk紬　Produk Hukum Daerah

(Be正ta Negara Republik　量ndonesja Tahun　2018

Nomor 157);

10･ Pera血ran Mente正D確am Nege轟No皿or 20 Tahun

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Vlms

Dおease 20｣9 di Lingkungan Pemerintah Daerah

(Be正a Negara RepubHk Indonesia Tahun　2020

Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Mene亡apkan : PERATURAN WALI Ko皿　T臼NTANG PEDOMAN

pEしAKSANAAN KEG量ATAN FASIL工船s工BANTUAN soslAL

KES E↓ AHTE RAAN KELU ARGA DALAM RAN Gin

PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT WABAH

cO尺ONA　Ⅵ只ひs Dls且ASE 2O｣9　KOTA s丁Bo鵬A TAHUN

2021.



BAB量

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratu｢an Wall Kota ini yang dimaksud dengan:

1 ･　Daerah ad瓢ah Ko岨Sibolga.

2.　Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Peme正ntah Daerah din　Dewan Pcwa虹1an Rakyat Daerah

mcnumt asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan phnsip

otonomi seluas-lua-snya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana di皿aksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3･　Peme正ntah Daerah ad血ah Kepa重a Daerah sebagai unsur

pe叫γelenggara peme轟ntahan Daerah yang memimpin pelaksa皿aan

urus紬pemehn亡ahan yang me巾adi kewenangan daerah otonom.

4･　Wali Kota adalah wali Ko屯Sibolga.

5,　Tim Anggaran pemehntah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD

adalah tim y紬g dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan

dipimpin oleh Se虹etahs Daerah yang be血ugas menyiapkan se巾a

melaksanakan ke坤akan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan

APBD.

6.　Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Sibolga.

7　　Dinas sosial adalah Dinas sosial Kota sibolga.

8･　Bad劃Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah

Badan Pcngelolaan Keu紬gan, Pendapat狐d紬Aset Daerah Ko亡a

Sibolga.

9.　Aparat Pengawas lnternal Pemerintah yang selanjutnya disingkat

AP萱P adalah lnspcktorat Kota Sibolga.

10. Kepala Bagian Pemehntahan adalah Kepala Bagian Pemerintahan

Kota Sibolga

1 1･ Ca工皿at adalah cama臆t se-Ko血Sibolga･

12. Lurah adalah Lurah se-Kota sibolga.

13. Pejabat Pembuat Komitnen yang selanjutnya disingkat PPK adalah

pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambH

keputusan dan/atau mclakukan　　亀nd盆k孤　y紬g dapat

menga貼batkan pengeluaran紬ggaran bela可a negara / anggaran

bela可a daerah.

14-　Ban亡uan sosia獲ada｣ah pembehan b狐tuan berupa u孤g/barang dan

Peme正ntah dacrah kepada individu, keluarga, kelompok dan

atau/masyarakat yang sぬ血ya轟dak secaTa terns menems dan

selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan

te口ad宣nya rcsiko sosi瓢.

15. P�ﾖ 77 ..



15･ Pembeh B紬tuan Sosial ad血ah Pemerintah Kota Sibolga y狐g

menyelenggarakan p｢〇割am bantuan.

16･ PenJ｢aluran Ba皿tu狐Sosi血adalah proses pendisthbusian bantuan

kebutuhan pekok masyarakat dari Pemerintah Kota Sibolga kepada

masyarakat Kota Sibolga oleh tim pelaksana penyaluran.

17. Coroncz V肌s Disi’use 2019　yang selanjutnya disingkat Co融-19

adalah penyakit menular y紬g disebabk皿　oleh Seひere Acute

Respzrtl亡o7g Sgdγome Corona VI朋s.

18. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah

Keluarga yang ditetapkan sebaga王　pene正ma Bantuan Sosi血

Kes匂ahteraan Kelu紬ga dalam Rangka Penanganan D劃pak

Ekonomi Akibat Wabah Cororlα Vi‘�2�ImｶV�6R�#������誡�F�F�逍�

berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial.

19･ Fa血r Miskin adalah orang yang sama sekali心dak mempunyai

sumber mata pencaha正an dan/atau mempunyai sumber mata

pencahahan tetapi　寄dak mempunyai kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau

kelu甜'ganya.

20･ Orang Yang Tidak Mampu ad粗ah or紬g yang mぐmpunya王

penghasilan tapi仕d貧k mampu memenuhi kebutuhan dasar.

21･ Kebutuhan pang狐　masyarakat adalah ko皿od追　kebutuhan

masyarakat sehari-hah yang diantaranya meljputj sembilan bahan

pokok,

22. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah

pro計測　pembch劃　b孤tua皿　sosial bersya｢at kepada keluarga

mis貼n yang ditetapk紬sebagai keluarga penehma manねa亡.

23･ Penda屯an adalah proses pengumpulan dan pemutakh止an data yang

berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan

deng劃mctode diskusi, wawancara, d孤pengamat劃langsung･

24. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan

penda血an yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang亡elah

ditetapkan dan memas心kan da屯yang telah dikumpulk劃　a血u

d血uta址irkan sesuai deng紬ぬkta di lapang紬.

25･ Validasi data adalah pengesah劃dan atau peng可ian kebenar紬atas

scsuatu da屯yang dite正ma.

BAB11

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Maksud dan Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah s�&�v����VF���

pelaks紬aan pembe正an Bantuan Sosial Kes匂ahteraan Keluarga sebagai

sebagai w可ud partisipasi Peme轟ntah Ko屯　Sib°lga untuk membantu

keluarga yang rentan secara ekonomi akibat pandemi Cororta Vi’ms劇eease

2019.

BA8 HT....…



BAB量1獲

RUANG L量NGKUP

Pasa量3

Ruang lingkup pedoman pembe轟an ba皿tuan sosial yaitu pengadaa皿

pembe正an b劃tuan beⅢpa paket sembako da正Peme丘ntah Kota Sibolga

kepada keluarga/masyarakat y餌g berhak menehma bantuan ∞sial yang

dilaksanal{an pada 17 (tujuh belas) Kelurahan yang ada di 4 (empat)

Keca皿a屯n di Kota Sibolga.

BABIV

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 4

Pedoma皿Pelaksana劃Kegia屯n Fasilitasi Bantu劃Sosial Kes匂ahteraan

Keluarga dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wa臆bah

Corona VI�9~6VV�6R�#����F��ｶ���6�&�v��F�Ⅲ��#�#��6V&�v�蒙���

tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupak劃

bagian yang寄dak terpisahkan dari Pcratur紬Wali Kota ini.

BAB V

KET且NTUAN PENUTUP

Pasa] 5

Peraturan Wali Kota im mul紬berlaku pada t紬ggal diund紬gkan.

Agar setiap orang mengetahu血ya,皿eme正ntahkan pengundangan

Pe丁atu｢an Wall Kota ini dengan penempatannya dalam Behta Daerah Kota

Sibolga.

Ditetapk劃di Sibolga

pada tangg瓢16 Ap正l 2021

WALI KOTA S暮BOLGA,

dto.

JAMÅしUDD工N POHAN

Diundangkan di Sibolga

pada tanggal 16 Ap正1 2021

SEKRETARIS DAERAH ROTA S丁BOしGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH Ko皿s量BOしGA皿HUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesua王dengan aslinya



MEKAN量SME PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBER量AN BANTUAN SOS暮AL

KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM RANGKA P巴NANGANAN DAMPAK

EKONOM量AK暮BAT WABAH CORONA V肱US DISEASE 201 9 KOTA SIBOLGA

TAHUN 2021

A. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun tahapan d址am pelaksana紬kegiata皿dari pembe正皿ba皿tua皿

sosial kes匂ahtera狐ke宣uarga adalah sebagai be正kut :

1. Persyaratan KPM Bantuan Sosial Kese]’ahteraan Keluarga

KPM Bantu紬　Sosial Kes匂ahtcraan Keluarga diberik孤　kepada

masyarakat dengan kriteria sebagal berikut:

a･屯田r mis施n dan orang仕dak mampu yang terda先ar sebagai KPM

PKH din/atau　町ogra皿　Sembako dan Kementeha皿　Sosial yang

terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ;

b･ seseorang, keluarga, kelompok masyarakat　寄dak mampu yang

rentan terhadap resiko ekonomi akibat dampak pandemi Co明’d-I 9

y孤g terda虹ar pada Data Non DTKS;

2. Mekanisme pendataan KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Kelua]-ga

Taね　cara pendata紬　y劃g d櫨akuk劃　kepada Kelompok Pene正ma

M抑揚at ad血ah sebagai ber毘ut :

a. Wall Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk,

menugaskan Camat untuk melakukan pendataan kepada KPM

yang terkena_ dampak sosial a地bat pandemi Co肌’d-I 9.

b. Camat menugaskan Lurah di wilayah ker]’anya untuk

melaksanakan pendata孤　KPM, y紬g didalamnya memuat data

sebaga王behkut :

1) Nomor Ka轟u Keluarga bagi Keluarga;

2) NIX bagi Perseo｢劃g孤; dan

3) Nama, Alamat, d孤jumlah t紬ggungan･

c. Lurah menyanpaikan hasil pendataan kepada Carat dalam

bentuk sq禽cqpg, yang d組engkapi dengan Surat Pengantar dan

Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak.

d. Cmat menyampa上kan hasil penda屯an kepada kepala D血as Sosial

melalui kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretahat Daerah Kota

Sibolga dalam bentuk so吟copもl yang dilengkapi dengan Surat

Pengantar dan Surat Pemya屯an Tan籠しmg Jawab Mu廿ak.

e.庇㌫lpendataan...



e･ hasil pendataan sebag孤mana dimaksud pada humr (b), huruf (c)

dan humf (d) ditetapkan dengan Surat Keputusan Wall Kota

tent狐g pene血p孤　n孤a KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan

Kelu紬ga Kota Sibolga Tahun 202 I.

3･ J狐gka waktu pendataan

a･ dal狐rangka op寄malisasi pendataan maka pendataan KPM dapat

dilaksanakan be重sa皿aan dengan penyaluran B孤tuan Sosi瓢

Kes匂ahteraan Ke獲uarga; dan

b. pendataan dilaksanakan secara berkehajutan untuk mendapatkan

data seluruh warga Kota Sibolga y狐g rentan terhadap resiko sos宣al

akibat dampak pandemi CoLi[’d-I 9.

4. Pengelompokan Data

Hasil pendataan KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di

kelompokkan me巾adi:

a. dataAwal; dan

b. data Ta皿bahan.

5. Jumlah KPM Bantuan Sosial Ke3匂ahte｢aan Keluarga

Jumlal KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bersifat dinamis,

dengan t巾uan agar selumh masyarakat Kota Sibolga yang rentan

terhadap resiko sosial akibat da皿pak pandemi Co拐‘d-I 9 dapat terdata

sduruhnya.

6. Lokasi Bantuan Sosial Kesej‘ahteraan Keluarga

Lokasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dilaksunakan di 17

(tujuh belas) Kelu｢ah狐y狐g ada di 4 (empat) Kecamat劃di Kota

Sib018a.

7. Besaran Nila王da皿Jenis Bantu紬Sosial Kes匂ahte｢aan Keluarg盆

Besaran Nilai dan Jenis Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

ditetapkan oleh Wali Kota Sibolga melaJui Surat Keputusan.

8. Jangka waktu Bantuan Sosial Kesejahteraan Ke]uarga

Jangka waktu pemben狐　Bantu狐　Sosial Kes匂ahteraan Ke重uarga

adalah selama pe五〇de Status Tanggap Darurat Bencana Wabah

pandemi Coひid｣9 atau ditetapkan lain sesua王dengan kemampuan

keu紬gan daerah･

日. Perangkat daerah sebagai pelaksana penyaluran Bantu狐　Sosia｣

Kesejahteraan Keluarga.

Adapun Perangkat Daerah yang memilikj tugas dan tanggung jawab

dalam pelaksanaan penyaluran Bantu組Sosial Kes匂ahteraan Keluarga

adalah sebagai be正kut :



1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakot Sibolga,

memili血tugas d弧t劃ggしIng sebagai be轟kut :

a･ melakuk租n k○○rdin租si deng劃Kepa量a Dinas Sosial da看am r餌gka

memmuskan teknis pelaks肌aa皿pendaぬan KPM dan penya｣uran

Bantu狐Sosial Kes匂ahteraan Kduarga;

b. melakuk弧pem細心u紬te｢hadap pelaksa皿aan pendataan KPM dan

penyaluran Bantuan Sosial Kes匂ahte｢aa皿Keluarga; dan

c. melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial dalam hal

evaluasi pendataan RPM dan penyaluran Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.

2. Badan Penge量olaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, memiliki

tugas dan tanggung sebagai be正kut :

a. mempersiapkan anggaran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

dengan persetujuan TAPD ;

b. mencairkan anggaran belanja Bantuan Sosial Sembako yang

diajukan Dinas Sosial kepada bendahara pengeluaran pada Dmas

Soslal sesuai denga皿ketentu紬peraturan perundang-und狐gan ･

3. Dinas Sosial, mem組ki tugas dan tanggung jawab sebagai benkut :

包. mempersiapka皿　dan merangkum data KPM Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga yang bersumber dari data usulan KPM yang

dis劃paikan oleh Camat;

b. mengajukan data KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang

sudah dive五五kasi untuk sela可utnya ditetapkan oleh Wali Ko屯

dalam bentuk Surat Keputusan;

c. mempersiapkan dan mengajukan rencana kebutuhan barang yang

akan disalurk紬dalam B紬tuan Sosial Sembako dengan jumlah

sesuai dengan petu可uk Wali Kota;

d. mempersiapkan dan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja

Bantuan Sosia] Kesejahteraan Keluarga dengan mekanisme sesuai

deng狐ketentuan peraturan perundang-undangan ;

e, mempersiapk紬　dan melaksanak紬　Pengadaan Barang/Jasa

Bantuan Sosi血Kes匂ahteraan Keluarga sesua王dengan ketentuan

peratur孤pemnd紬g-undangan ;

f. melakukan kくわrdinasi sekaligus menye｢ahkan Bantu狐　Sosial

Kesejahteraan Keluarga kepada Camat se-Kota Sibolga untuk

disalurkan kepada KPM, dimana teknis peny血uramya dibuat oleh

Camat;

g･ melaksanaka皿pemantauan, pcngawasan･ evaluasi dan pelaporan

kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Kes匂ahteraan Keluarga; din

h. mcmpersiapk紬dan membuat宣apo｢an pe巾an認un由awaban鯖s虹

dan keuangan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan

Keluarga kepada Wall Kota;



4. Kepala Bagian Peme正ntahan Setdakot Sibolga, memili鵬tugas dan

tanggung jawab sebagai behkut :

a. melakukan kcordinasi kegiatan pendataan KPM dan penyaluran

Bantuan Sosial Keseja血teraan Keluarga kepada Kepala Dinas Sosial

dan Camat sesuai dengan petunjuk dan arahan Asisten

Pemerintalan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretahat Daerah Kota

Sibolga; din

b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penda亡aan KPM

dan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan

me宣apork狐　hasi血ya kepada Asisten Pemehntahan dan

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sibolga.

5. Camat, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. melakukan k○○rdinasi d紬menugask紬Lurah yang ada di wilayah

ke宣janya untuk melaksanakan kegiatan pendataan calon KPM

Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

b. melaksanakan ve正静kasi din　validitasi data c瓦on KPM B劃tuan

Sosial Kesejahteraan Keluarga di wilayah ke重janya;

c. menetapkan ca臆lon KPM　�x��_ﾆﾖR�&r�襷H<�W2��&�蹠V���6�6��ﾀ

Kesejahteraan Keluarga di wilayah keljanya;

d. menyampaikan penetapa.n calon KPM�r�'F�ｯvY4��FG&W2��&�蹠V��

Sosial Kesejahteraan Keluarga diwilayah keljanya kepada kepala

Dinas Sosial Kota Siholga dalam bentuk sojlcopg;

e.menugaskan Lurah yang ada di wilayah ke重janya untuk

menyampaikan kepada KPM Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

tentang adanya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, dimana

kegiatan sebagainana dimal{sud dilaksamkan oleh Carat;

f. melaksanakan peman血uan, pengawasan dan evaluasi pendata紬

KPM penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang ada di

wユlayah ke寄anya; dan

9. membuat dan menyampaikan Laporan P�'F�誚wV誡�ｦ�v�&��

penyaluran Bantuan Sosia] Keseja血teraan Keluarga diwilayah

keijanya dengan melampirkan tanda terima bg mama bg addres

kepada kepala Dinas Sosial･

6 Lu｢ah, memi止血tugas d紬tanggung jawab sebagai be正kut :

a. melaksanakan kegiatan pendataan calon KPM Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga melalui Kepala Lingkungan;

b. melaksanakan ve五島kasi din　validitasi data calon KPM B狐tuan

Sosial Kese〕ahteraan Kelua重ga diⅥ親ayah ke重janya;

c. menetapkan ca]on KPM　�x��_ﾆﾖR�&r��FG&W2��&�蹠V���6�6��ﾀ

Kes句ahteraan Keluarga diwilayah ke重janya;

d.皿enyampaikan penetapan calon KPM倒れa肋e bg addγes) Bantuan

Sosial Kesejahteraan Keluarga diwilayah kerjanya kepada Carat

dalam bentuk sqβc○pg;

e. melaksanakan pemantauan, pengawasrm dan evaluasi pendataan

KPM diwilayah ke寄餌ya;

C. P物証sα7aαr[ pe7igahノra7i...



C. Pelaksrmaan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga melalui

mek紬isme sebagai behkut :

1. Dinas Sosial melalui PPK (proses penghunjuk盆nnya melalui Surat

Keputusan Kepala Dinas) melaksanakan pengada紬　ba重ang/jasa

Bantuan Sosia重Kes匂ahteraan Keluarga.

2. Dinas Sosial mela賞ui PPK menu可uk penyedia ba重皿g/jasa Pengada狐

barang Bantuan Sosial Kesqahteraan Ke宣uarga Kota Sibolga sesu紬

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dinas Sosial melalui PPK membuat surat pesanan kebutuhan barang

kepa臆da penyedia barang/jasa Pcngadaan bar劃g Bantu孤Sosial

Kesejahteraan Keluarga untuk mempersiapkan paket Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga dalam bentuk kemasan yang te]ah disepakti.

4. Dinas Sosial melalui PPK meminta agar penyedia barang Bantuan

Sosial Sembako untuk meng正mk狐　dan mengan亡arkan barang

Bantu狐Sosial Sembako sesuai dengan kuan心血s d劃kualitas yang

ditentukan sampa臆i ke　廿心k lokasi penampung劃　yang tel祉I

ditetapk狐oleh Camat dilengkapi surat pengantar atau surat jalan

dah penyedia.

5. Dinas Sosial melalui PPK melaks餌akan serah tehma bara皿g B狐tuan

Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada Camat secara bertahap setiap

hari sesuai kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan

kemampuan pendisthbusian pihak penyedia bar狐g dilengkapi

Berita Acara Serah Terima Barang untuk disalurkan kepada seluruh

KPM.

6. Camat melakukan peme正ksaa皿　kuantitas dan ku血itas temasuk

kemasan barang Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang sudan

ditenma dan jika menemukan bar紬g yang ddak sesuai, maka

melakukan pengembalian kepada penyedia b盆mg dilengkapi Be正ta

Ac狐a Peme正ksaan BⅢ紬g d劃melaporkannya kepada Dinas SosiaL

7. Dinas Sosia上皿ela重ui PPK memenntahkan penyedia barang Bantuan

Soslal Kesejahteraan Keluarga untuk mengganti dan mengantarkan

kembali barang yang tidak sesuai kuantitas, kualitas dan

kem asannya i

8. Camat membuat laporan progress penyaluran kepada kepala Dinas

Sosial melalui kepala Bagian Peme正ntahan ･

D. Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Dalam pelaksaman Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dilakukan

pemantauan dan evaluasi･

1. Pem劃tauan Bantuan Sosial Kes匂ahtera狐Keluarga, terdih atas :

a. pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan

pelaksaman kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan

Kel皿arga sesuai dengan ketentuan peratur孤　perundang-

undangan;



b. pemantauan dilakukan oleh Asisten Peme轟ntahan dan

Kesejahteraan Rakyat,　Dinas Sosial,　Kepala Baヰan

Pemerintahan, Camat dan pihak terkait;

c. pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan;

d. hasil pemantauan di紬alisis dan dilaporkan kepada Wa止Ko亡a;

dan

e. hasil pemantauan digunakan sebagai bah紬untuk melakukan

evaluasi.

2. Evaluasl Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas :

a. evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

b. asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial,

Kepala Bagian Pemerintah紬, Camat dan pぬak terkait

melakukan evaluasi kegiatan pembehan Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga;

c. evaluasi dilakuk狐sesuai dengan kebutuhan; dan

d. hasil evaluasi disanpaikan kepada Wali Kota.

E. PertanggungJ’awaban dan pengawasan Bantuan Sosial Kesejahteraan

Keluarga.

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Kesejahteraan

Kelu虹ga dilakukan melalui mekanisme sebagai behkut ‥

1. Pelaksanaan pertanggungjawaban Bantuan Sosial Kesejahteraan

KeluaJ’ga, yaitu :.

a. camat membuat dan menyampaikan　血poran Pe血nggung

j awaban fisik penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

kepada Kepala Dinas Sosial, dilengkapi:

1) surat pengantar;

2) tanda Terima yang di tandatangani KPM bg riαme bg cz劇γes

pe｢-L血gkung紬　yang diketahui Kepala Lingkungan dan

Lurah dalam bentuk haγdcopg;

3) da允ar mama KPM sesuai bgれa肌eかg a捌res per-Kelurahan

dalam bentuk so岬copきi sesuai dengan fomat yang telah

ditentuk狐; dan

4) rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial Kes匂ahteraan

Kduarga se轟ap Kelu｢ahan ･

b. Dinas Sosial dan PPK membuat dan menyampaikan laporan

pe｢血n認ung jawaban組sik dan keuangan penyalur劃B孤tuan

Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada Wali Kota sesuai dengan

kete皿tuan peratur劃pemndang-undangan ･

2　Pelaksanaan pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan

Keluarga d組aksanak紬APIP, yang meliputi‥

a. melakukan reviuw terhadap rencana kebutuhan belanja Bantuan

Sosial Kesejahteraan Keluarga yang diajukan oleh Dinas Sosial;



b･ pencapai紬　target realisasi Bantu紬　Sosial Kes匂血te｢aan

Keluarga kepada KPM;

c. kesesuaian pemanfaatan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

dengan KPM;

d･ aku巾abilitas pe血n縫叫ng jawaban penyusun紬1apor紬

penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

e. transparansi penyaluran Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga;

f. pelaksanaan tanggung jawab Dinas Sosial, Penyedia Barang/jasa

Bantuan Sosial Sembako, C狐at da量am penyalur紬Bantu狐

Sosial Kesejahteraan Keluarga;

g･ APIP melapork紬　hasil pengawasan kepada Wali Kota din

Instansi yang beⅣenang sesuai dengan keten亡uan peratur紬

perundang-undangan ; dan

h･ AP量P dapat melakuk紬k○○rdinasi deng狐Dinas Sosia量, Pen)γedia

Bar狐g/Jasa B狐tuan Sosi瓢Sembako, Camat dal劃r紬gka

pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.


